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AHMAD P. ASHARI (B12112130), “IMPLEMENTASI PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN 
TENAGA HONORER DI KOTA PAREPARE”, dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul 
Razak, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Muhammad Zulfan Hakim, S.H., 
M.H. selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota 
Parepare. 
 Penelitian ini adalah penelitian empiris, dilaksanakan di Kota Parepare 
dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. penulis juga 
melakukan studi dokumen dengan cara membaca dan menelaah serta 
mengumpulkan informasi dari buku-buku, literature, undang-undang, 
peraturan daerah serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki 
keterkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengangkatan tenaga 
honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare sudah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil baik dari segi transparansi serta dari segi akuntabilitas. 
Dari segi transparan Badan Kepegawaian Daerah Kota Parepare melakukan 
Uji publik dari tahap pendataan hingga tahap penerimaan yang di umumkan 
pada media cetak dan media elektronik pada website resmi Pemerintah Kota 
Parepare. Dari segi Akuntabilitas dibuktikan dengan dipenuhinya seluruh 
indikator persyaratan pengangkatan seperti ketentuan jenis jabatan, masa 
kerja dan usia oleh tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS pada 
periode 2013 – 2014. Adapun faktor yang mempengaruhi pengangkatan 
tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yaitu adanya kasus 
tenaga honorer yang bermasalah (di duga memalsukan data) yang di 
laporkan oleh salah satu LSM di kota Parepare, dari 246 tenaga honorer 
yang telah dinyatakan lulus ujian Tes Kompetensi Dasar, terdapat 46 orang 
tenaga honorer yang berkasnya dinyatakan bermasalah (di duga 






AHMAD P. ASHARI (B12112130), IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT 
REGULATION NUMBER 56 IN 2012 ON APPOINTMENT OF TEMPORARY 
EMPLOYEES IN PARE-PARE", supervised by Prof. Dr. Abdul Razak, SH, 
M.H. as Supervisor I and Muhammad Zulfan Hakim, SH, M.H. as Supervisor 
II. 
This study aims to identify and analyze the implementation of Government 
Regulation No. 56 in 2012 on the appointment of temporary employees to 
become the candidate for Civil Servants in the city of Pare-Pare. 
This research is empirical research, conducted in Pare-pare by doing direct 
interviews with relevant parties. The authors also conducted a study 
document by reading, examining, and collecting information from books, 
literature, laws, local regulations and other supporting rules that have 
relevance to the issues discussed in this thesis. 
Based on the research results indicate the appointment of temporary 
employees who became candidates for Civil Servants in Pare-pare already 
performing well in accordance with the guidelines of Government Regulation 
No. 56 in 2012 regarding the appointment of temporary employees who 
became candidates for Civil Servants in terms of transparency and  
accountability. In terms of Transparency, the Regional Employment Board of 
Pare-Pare conducts a public test starting from data collection stage to the 
acceptance stage were announced in print and electronic media on the 
official website of the City of Pare-Pare. In terms of accountability is proven 
by the fulfillment of all terms of appointment indicators such as the provision 
of office position, tenure and age by temporary employees appointed as the 
candidate of civil servant in the period 2013 - 2014. The factors that influence 
the appointment of temporary employees to became candidate of civil servant 
was fake temporary employees, reported by one of the NGOs in Pare-Pare, 
out of 246 temporary employees who have passed the exam of Basic 
Competence test, there are 46 temporary employees who otherwise fake (the 
data was not clear) according to the independent teams constituted by the 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
sangat berkaitan erat dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana tujuan manajemen pegawaian 
negeri sipil pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) yaitu Manajemen Pegawai Negeri 
sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. 
Pada masa orde baru pengangkatan Pegawai birokrasi pemerintahan 
menghendaki profesionalisme dalam diri seorang pejabat, indikasi ini dapat 
dilihat pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan yang dijabat oleh orang-
orang professional sesuai dengan potensi, dedikasi, dan prestasi yang 
bersangkutan. Sedangkan, di era reformasi nuansa profesionalisme dalam 
sistem rekruitmen PNS tuntutannya semakin tinggi. Perubahan peraturan 
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Undang-Undang 
No.32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi daerah yang nyata, 




Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 
2000, Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari tahap perencanaan, 
pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon PNS (CPNS) 
sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pada 
ayat (2) diataur bahwa pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tentang 
formasi dan pengadaan PNS merupakan suatu kegiatan yang tidak 
terpisahkan. Secara prinsipiil. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi dan lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas 
(Miftah Thoha, 1986: 55). 
Pengadaan pegawai negeri sipil merupakan proses kegiatan untuk 
mengisi formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, 
pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas 
Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil. Lowongan formasi pada suatu organisasi pemerintahan 
pada umumnya disebabkan adanya PNS yang berhenti karena pensiun, 
meninggal dunia, mutasi jabatan, pengembangan organisasi atau karena 
sebab lainnya. Karena pengadaan pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk 
mengisi formasi yang lowong, oleh karena itu maka pengadaan pegawai 
tersebut dilaksanakan atas dasar kebutuhan penambahan pegawai, baik 
dalam arti jumlah, kualitas pegawai serta kompetensi jabatan yang 
dibutuhkan. Untuk itu, setiap warga negara republik indonesia yang 
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memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan lamaran 
pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan pegawai dapat 
bersumber dari pelamar umum maupun tenaga honorer. 
Dalam suatu Organisasi birokrasi, bukan hanya Pegawai Negeri Sipil 
yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 
melaksanakan tugas, tetapi ada juga Tenaga Honorer yang bertugas 
membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas birokrasi. Pegawai 
Honorer menurut PP No. 56 tahun 2012 perubahan kedua Atas PP No 48 
tahun 2005 tentang pengangkatan Pegawai Honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina 
kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 
tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya 
menjadi beban APBN/APBD. Banyaknya minat masyarakat yang memilih 
ingin berprofesi sebagai pegawai honorer dikarenakan profesi ini bisa di 
jadikan peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Keinginan ini muncul di 
karenakan menjadi PNS dapat menjamin kehidupan mereka karena adanya 
kepastian seperti gaji, jaminan kesehatan dan gaji pensiun. 
 Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) dilaksanakan oleh pemerintah atas pertimbangan agar pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, yang 
sebagian dilakukan oleh tenaga honorer dapat berjalan dengan lancar. 
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Namun Realitas yang terjadi selama proses pelaksanaan rekruitmen pegawai 
menjadi CPNS di beberapa wilayah, dimana sejumlah ketentuan 
pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil seharusnya dipedomani/dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait 
langsung dalam proses penerimaan CPNS namun dalam kenyataannya 
kurang Optimal.  
Hal ini terlihat dalam beberapa praktek pelaksanaannya di beberapa 
wilayah di Indonesia dimana terdapat beberapa hal yang seharusnya 
ditransparansi dan dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana tuntutan 
peraturan pemerintah diatas namun justru cenderung disalahartikan dan tidak 
dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu ada pula 
permasalahan mengenai ketidak sesuaian antara latar pendidikan tenaga 
honorer dengan unit kerja mereka (Hidayatullah, 2013 : 15). 
Kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan tenaga honorer di Indonesia, terutama bagi tenaga honorer 
yang telah lama mengabdi pada suatu instansi pemerintahan namun belum 
ada kejelasan mengenai statusnya karena belum juga terangkat menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil dan bahkan ada juga yang tidak dapat terangkat 
lagi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam UU No. 43 Tahun 1999 
tentang perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
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Kepegawaian pasal 2 ayat (3) dan diimplementasikan dalam struktur sumber 
daya aparatur Indonesia, yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat khususnya di daerah. Belum 
adanya sistem pengelolaan pegawai honorer daerah secara nasional telah 
mendorong pemerintah daerah berinisiatif mengangkat pegawai honorer 
daerah dengan alasan kebutuhan unit kerja walaupun rekruitmennya 
dilakukan tanpa mekanisme standar seleksi yang benar. 
Di Kota Parepare, terjadi kekeliruan pendataan tenaga honorer yang 
lolos verifikasi tahap pertama untuk di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil, tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan. 
Tenaga honorer  yang di maksud adalah Tenaga Honorer yang masa tugas 
dan prestasi kerjanya tak memenuhi syarat diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil, Tenaga honorer ini merugikan honorer yang telah lama 
mengabdi dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai calon pegawai 
negeri sipil (CPNS). 
Sebagaimana telah tertulis pada PP No. 48 Tahun 2005 Jo. No. 43 
Tahun 2007 sebelum di ubah menjadi PP No. 56 Tahun 2012 Pada Pasal 4 
ayat (1) menjelaskan tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih 
banyak menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil. Dalam hal terdapat beberapa tenaga honorer yang mempunyai 
masa kerja yang sama, tetapi jumlah tenaga honorer melebihi lowongan 
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formasi yang tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat tenaga honorer 
yang lebih tinggi.  
Perlunya penerapan prinsip-prinsip Good Governance di dalam 
Pemerintahan sangat penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah 
dalam menjalankan kewenangan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, 
agar tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dalam 
pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak 
diwarnai oleh berbagai kendala dan kepentingan yang bersyarat.  
Transparansi berfungsi menciptakan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi yang 
akurat dan memadai, sedangkan Akuntabilitas berfungsi meningkatkan 
akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang 
menyangkut kepentingan masyarakat salah satunya dalam hal ini termasuk 
pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
yang berasal dari kesepakatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh 
Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia 
(APEKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSASI) yang 
menyangkut Tata Pemerintahan yang baik (A. Muin Fahmal, 2013 : 95). 
Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai 
Negeri Sipil yang professional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui 
pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem 
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karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, Sementara itu, 
pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. 
Pemerintah menetapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, 
sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999.  
Perubahan terhadap UU tersebut berimplikasi terhadap manajemen 
PNS di Indonesia khususnya dalam hal kepegawaian Daerah. Implikasi 
perubahan UU tersebut pada manajemen PNS dapat diutarakan secara 
singkat yaitu Secara umum pembicaraan manajemen Pegawai Sipil Daerah 
meliputi Penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan 
kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian 
dalam jumlah pegawai dilakukan oleh pemerintah pusat. 
Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 
“Implementasi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 Tentang 
pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) di Kota Parepare”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 
diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil di parepare sudah sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2012 ? 
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2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengangkatan Tenaga Honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 
penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk Menganalisis pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon 
Pegawai Negeri Dipil di Kota Parepare berdasarkan PP No.56 
Tahun 2012. 
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pengangkatan 
Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Parepare. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan 
kualitas terhadap pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) dan dapat bermanfaat untuk akademik sebagai referensi 
bagi civitas akademika yang dapat menunjang pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya Program Studi Hukum Administrasi Negara dan 
dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan 





2. Secara Praktis 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menunjang kualitas 
pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai 
dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya, dan juga bermanfaat bagi 
pembaca dalam hal “Implementasi Peraturan Pemerintahan No.56 Tahun 
2012 dalam rangka pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai 




















A. Otonomi Daerah 
Indonesia merupakan salah satu Negara dari berbagai Negara di dunia 
yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan 
pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan 
pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah 
dalam berbagai urusan penyelenggaraan Negara. Dengan adanya otonomi 
daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun 
tetap dikontrol oleh pemerintahan pusat serta undang-undang. 
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah 
otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari 
otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari autos 
dan namos. Autos yang memiliki arti “sendiri” serta namos yang berarti 
“aturan” atau “undang-undang”. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan 
sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk 
membuat aturan mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah 




Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah 
mengalami perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 merupakan suatu perbaikan terhadap sistem otonomi daerah, bahwa 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala 
Daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian 
dari manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan norma, 
standar, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen 
kepegawian, serta diharapkan dapat diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang kreatif, inovatif, berdedikasi tinggi dan loyalitas terhadp Negara 
Indonesia. 
kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat calon Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil telah diatur pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 pasal 3 (1) yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan : 
a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; 
b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon 
Pegawai Negeri sipil Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas 
atau cacat karena dinas. 
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Dan pasal 3 (2) yaitu Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada 
pejabat lain di lingkungannya.  
Selain itu, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah pada pasal 1 (6) yaitu Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Benyamin Hoesein (1933) bahwa otonomi daerah adalah 
pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara 
secara informal berada di luar pemerintah pusat. 
Sedangkan Menurut Vincent Lemius (1986), Otonomi daerah merupakan 
kebebasan atau kewenangan dalam membuat keputusan politik maupun 
administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam 
otonomi daerah terdapat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya namun 
kebutuhan daerah setempat masih senantiasa harus disesuaikan dengan 
kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 
Dasar Hukum Otonomi Daerah : 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan Sumber 
Daya Nasional yang berkeadilan, dan pertimbangan keuangan Pusat 
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi 
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
4. UU No.31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. 
5. UU No.33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus penting guna memperbaiki 
kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh 
pemerintah daerah itu sendiri dengan potensi yang ada serta ciri khas 
daerahnya masing-masing. 
Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan melalui 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. 
Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai 
Pemerintahan Daerah sudah dianggap tidak sesuai dengan adanya 
perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, 
sehingga sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan, terakhir kali adalah 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 
Hal ini dapat dijadikan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah 
guna membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangan yang 
menjadi hak daerah masing-masing. Maju dan tidaknya suatu daerah 
ditentukan oleh kemampuan serta kemauan dalam melaksanakannya. 
Pemerintah daerah dapat bebas berkreasi dalam rangka membangun 
daerahnya masing-masing, tentu saja masih tidak melanggar dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Tujuan Otonomi daerah, yaitu : 
1. Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin tidak baik. 
2. Pengembangan kehidupan yang lebih demokrasi. 
3. Keadilan nasional. 
4. Pemerataan wilayah daerah. 
5. Pemeliharaan hubungan antara pusat dengan daerah serta antar 
daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 
7. Menumbuhkan prakarsa serta kreativitas, meningkatkan peran serta 






B. Pegawai Negeri Sipil 
Subjek dari Hukum kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil, 
Kedudukan dan peran dari pegawai negeri dalam setiap organisasi 
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil 
merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan 
dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the gun, the man behind the gun, 
yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan 
senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila 
manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan 
kewajibannya dengan benar (Muchan, 1982 : 31). 
Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat 
yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang 
memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan 
sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil 
mencermati hubungan antara Negara dengan Pegawai Negeri dengan 
memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang 
mempunyai hubungan dinas dengan Negara. 
Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
“Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 
sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi 
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Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau 
Negara (W.J.S Poerwadarminta, 1986 : 514). 
Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum 
Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan 
pengertian ekstensif (perluasan pengertian). 
1. Pengertian Stipulatif 
Pengertian yang bersifat stipulatif penetapan tentang makna yang diberikan 
oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 
1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Pengertian yang 
terdapat dalam pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri 
dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri, sedangkan 
dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan 
hukum (administrasi). Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut :  
Pasal 1 angka 1 : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
Pasal 3 ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
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 Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-
peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua 
peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain (Sastra 
Jatmika dan Marsono (1995 : 95). 
2. Pengertian Ekstensif 
Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang 
sebenarnya buka Pegawai Negeri menurut UU Nomor 43 Tahun 1999, 
tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama 
dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada 
pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut 
terdapat pada : 
a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai 
kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang 
melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan 
yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi 
suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang 
yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri 
menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam 
kualitasnya sebagai pemegang jabatan public, ia dianggap dan 
diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk 
kejahatan yang dilakukannya. 
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b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota 
dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurul 
Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam 
arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam 
pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga 
mereka yang bukan dipilih, tetapai diangkat menjadi anggota 
dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan 
sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah 
luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada 
orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan 
dan Tindak Pidana lain yang disebut dalam KUHP, jadi pengertian 
ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian (Sastra Jatmika dan 
Marsono (1995 : 10). 
c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta. 
Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas 
maksud dari keberadaan Pegawai Negeri dalam hukum Kepegawaian. 
Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun 
pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan 
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penyelenggara Negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada 
dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara 
Negara yaitu Pegawai Negeri. 
Berdasarkan pengertian stipulatif, terdapat unsur-unsur dari Pegawai Negeri, 
yaitu sebagai berikut. 
1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut 
peraturan perundang-undangan. 
2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 
3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri. 
4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pasal 1 
Ayat 1 menyebutkan; Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sementara itu menurut kamus umum Bahasa 
Indonesia W.J.S Poerwadinata, kata pegawai berarti “ orang yang bekerja 
pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)’. Dan “Negeri” berarti 
“Negara” atau “Pemerintah”. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja 




C. Aparatur Sipil Negara 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja (Pegawai Honorer) yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan dihaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
Dewan Perwakilan Rakyat RI pada periode Desember 2013 yang lalu 
tepatnya Kamis 19 Desember 2013 melalui rapat paripurna dan mendapat 
persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi 
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kemudian Presiden RI pada Rabu 15 
januari 2014 lalu telah menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna tersebut menjadi 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan 
yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) 
tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini 
menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik 
dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip 
Profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, 
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objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN yang berbasis pada 
manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju 
terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional. 
Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN diantaranya 
ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi 
dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya 
asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan 
kompetensi. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK). 
Pada naskah akademik rancangan undang-undang tentang Aparatur 
Sipil Negara yang dipersiapkan untuk mengganti Undang-undang Pokok-
Pokok Kepegawaian istilah Pegawai Negeri Sipil diganti dengan istilah 
Pegawai Aparatur sipil Negara dengan Pengertian Aparatur sipil Negara 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (Tenaga 
Honorer) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif 
berdasarkan asas merit, dan diserahi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan dan tugas pembangunan Negara, professional, memiliki nilai-
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan 





D. Pegawai Honorer 
Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 
tugas-tugas tertentu pada isntansi pemerintah atau yang penghasilannya 
menjadi beban APBN/APBD. Pegawai Honorer Terbagi atas 2 yaitu : 
a. Honorer Kategori 1 (K1): merupakan tenaga honorer yang pembiayaan 
honornya dibiayai langsung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara). 
b. Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang tidak mendapat upah 
dari APBD/APBN.  
1. Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Pertimbangan pemerintah mengangkat Tenaga Honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil adalah karena alasan tertentu, terdapat instansi 
pemerintah yang mengangkat Tenaga tertentu sebagai Tenaga Honorer. 
Sehingga Tenaga Honorer yang telah lama bekerja dan tenaganya sangat 
dibutuhkan oleh Pemerintah dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat di 
angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan pemerintah No.56 
Tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah No.48 




Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori ll Formasi Tahun Anggaran 
2013 dan Tahun Anggaran 2014 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS), dapat dilihat sebagai berikut :  
a) Dasar hukum pengangkatan Tenaga Honorer Kategori ll menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan 
Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Tahun 2013;  
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2002; 
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5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil;  
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.23-
4/99 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Nomor Induk 
Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategor II Formasi 
Tahun Anggaran 2013  dan Tahun Anggaran 2014. 
b) Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS 
meliputi : 
1. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 
19 (Sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; 
2. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 
(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat 
pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; 
3. penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD; 
4. bekerja pada instansi pemerintah; 
5. dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes 
Kompetensi Bidang (TKB); dan 






Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari:  
a. Kategori I  
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 
kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, 
masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan 
sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 
19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) 
tahun pada tanggal 1 Januari 2006. 
b. Kategori II  
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, 
bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 
tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus 
menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh 
lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.  
Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang akan dijadikan sebagai 
dasar hukum untuk menyelesaikan tenaga honorer yang dinyatakan 
memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun syarat lain yang 
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ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
2. Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kualitas Pegawai Honorer 
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang menentukan 
dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan 
strategis mulai dari formulasi kebijakan sampai pada implementasinya dalam 
berbagai sektor pembangunan. Namun untuk memainkan peranan tersebut, 
diperlukan sosok ASN yang bisa memberikan pelayanan berkualitas, yaitu 
ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga 
mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. 
Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 
Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
dan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS, dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, telah menghasilkan sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) Kategori 1 dan Kategori 2 di lingkungan pemerintah. 
Karakteristik utama CPNS Kategori 1 dan Kategori 2 adalah telah memiliki 
pengalaman dalam bidang pekerjaannya selama menjadi tenaga honorer dan 
sistem pengadaannya dilakukan dengan seleksi khusus, menuntut Lembaga 
Administrasi Negara untuk menyiapkan Sistem Penyelenggaraan Diklat 
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Prajabatan tersendiri bagi CPNS tersebut yaitu Diklat Prajabatan yang 
Diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2. Diklat Prajabatan CPNS yang Diangkat 
dari Tenaga Honorer K1/K2 ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan memperluas wawasan CPNS tersebut tentang bagaimana menjadi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat. 
a. Tujuan dan Sasaran 
Tujuan Diklat Prajabatan CPNS yang Diangkat dari Tenaga Honorer 
K1/K2 diselenggarakan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan 
dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Adapun sasaran 
penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS yang Diangkat dari Tenaga 
Honorer K1/K2 adalah terwujudnya CPNS yang dapat memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
b.  Kompetensi 
Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan CPNS yang Diangkat 
dari Tenaga Honorer K1/K2 adalah kompetensi sebagai pelayan masyarakat 
yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan: 
1) memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar mengutamakan 
kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 
2) memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan 
pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya; 
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3) memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan 
fungsi ASN, dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS; 
4) memahami pola pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat. 
E. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah 
Pemerintah mendirikan Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang 
berkedudukan di Yogyakarta, melaui suatu Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 1948, peraturan pemerintah Republik Indonesia, 
Badan kepegawaian daerah dibentuk setelak pelaksanaan otonomi 
daerah Tahun 1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawaian 
pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun 
pemerintah Provinsi. Hampir sebagian besar BKD Ini hanya berada di tingkat 
Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Provinsi banyak yang masih 
menggunakan biro, yakni Biro Kepegawaian. Sesuai dengan UU tentang 
Pemerintahan Daerah, kewenangan mengatur kepegawaian mulai dari 
rekrutmen sampai dengan pensiun berada di Kabupaten/Kota. Pembentukan 
BKD pada umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing 
(Mifta Thoha, 2005 : 16). 
Pasal 34A Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, dan Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta aturan hukum 
lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan 
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kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah. Penetapan kebijaksanaan 
kepegawaian daerah yang di antaranya menetapkan norma, standar, dan 
prosedur kepegawaian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, 
hak, kewajiban, serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah. 
Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi 
kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu 
a. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis 
kepegawaian; 
b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 
pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan 
pemberhentian PNS daerah, baik yang menduduki jabatan 
struktural/fungsional atau tidak; 
c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan 
menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada badan 
Kepegawaian Negara. 
Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan 
prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya 
mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan 
terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur 
kepegawaian, yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang 
seragam di seluruh Indonesia. Aturan hukum di bidang kepegawaian daerah 
dapat diperinci sebagai berikut:  
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1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 
Perda Provinsi adalah aturan hukum pada daerah provinsi yang 
ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD provinsi dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut 
dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentukan Perda Provinsi 
untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah dan kewenangan mengatur 
bidang administrasi kepegawaian daerah merupakan suatu kewenangan 
yang bersumber pada delegasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
bidang kepegawaian daerahnya. 
2. Keputusan Gubernur (Kepala Daerah) 
Keputusan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) bidang administrasi 
kepegawaian daerah adalah aturan hukum tingkat daerah yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi yang dibentuk berdasarkan pasal 
146 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Di tiap-tiap daerah provinsi 
seperti diatur dalam Pasal 4 Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, pelaksanaan peraturan daerah 
mempunyai karakter yang sama, yang mengatur tentang tugas dan tata kerja 
BKD, yaitu: 
a. Penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang 
kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur 
yang ditetapkan pemerintah; 
b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 
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c. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian 
daerah; 
d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 
e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-
undangan; 
f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS (PNS) Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan; 
g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS 
(PNS) Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 
h. Penyelenggaraan administrasi PNS (PNS) Daearah; 
i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan 
j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan 
Kepegawaian Negara. 
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota 
Sama halnya dengan Perda Provinsi, bahwa Perda Kabupaten/Kota 
adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan 
DPRD, bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan melupakan 
penjabaran lebih lanjut dari aturan hukum yang lebih tinggi. Kewenangan 
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menetapkan Perda Kabupaten/Kota adalah untuk membentuk BKD yang 
sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi, serta susunan 
organisasi BKD dan Perda yang berfungsi untuk mengatur administrasi 
kepegawaian daerah tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan 
kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan PNS Daerah sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan aturan hukum yang 
berlaku.  
Kewenangan tersebut bersumber pada delegasi atas penyerahan urusan 
kepegawaian kepada daerah, sehingga daerah berhak mengatur dan 
mengurus rumah tangga bidang kepegawaian di daerahnya. Dari pedoman 
pembentukan Perda, pada prinsipnya di tiap-tiap daerah mempunyai 
sistematika peraturan daerah yang sama, yaitu Perda tentang pembentukan 
BKD yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi, serta 
susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, dan Perda tentang 
penetapan pensiun gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta 
pendidikan dan pelatihan PNS Daerah. 
4. Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah) 
Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah Kabupaten/Kota) di bidang 
administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk aturan hukum tingkat 
daerah dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Kabupaten/Kota 
dan Perda Provinsi atau keputusan Gubernur. Sama dengan Keputusan 
Gubernur, di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota 
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tentang aturan hukum di bidang administrasi kepegawian daerah mempunyai 
karakteristik yang sama, yaitu mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja 
Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan 
Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (Mifta Thoha, 2005 : 72). 
F. Prinsip-prinsip Good Governance  
Istilah GoodGovernance berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu 
Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti 
steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule 
(memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to 
rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan. 
Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999:18) adalah 
suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector 
publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang 
dikutip Wahab (2002:34) menyebut Good Governance adalah suatu konsep 
dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan 
korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin 
anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya 
aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good 
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Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, 
sector dan masyarakat (Soffian Effendi, 2005 : 3). 
Sementara itu menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) good 
governance adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan 
bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” 
intraksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sector swasta dan 
masyarakat.Merujuk pada definisi good governance yang dikemukakan oleh 
LAN diatas, maka elemen pelaksana (stakeholder) good governance 
setidaknya terdiri dari tiga pilar yaitu Pemerintah, dunia usaha atau sector 
swasta dan masyarakat (civil society). Penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas 
politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsure tersebut memiliki interaksi dan 
jaringan yang setara dan sinerjik (Sofian Effendi, 2005 : 3). Dalam proses 
pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
dibutuhkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berasal dari prinsip 
good governance yang bertujuan untuk menunjang professional kerja 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam proses pengangkatan 
Tenaga Honorer. 
Adapun 10 Prinsip-Prinsip Good Governance, yaitu : 
1. Partisipasi :Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak 
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan 
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yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
2. Penegakan Hukum : Mewujudkan adanya penegakan hukum yang 
adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan 
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
3. Transparansi : Menciptakan kepercayaan timbale balik antara 
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 
menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akuran dan 
memadai. 
4. Kesetaraan : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota 
masyarakat untuk meningkatkan kesejakteraannya. 
5. Daya Tanggap : Meningkatkan kepekaan para penyelenggara 
pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 
6. Wawasan Ke depan : Membangun daerah berdasarkan visi dan 
strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses 
pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung 
jawab terhadap kemajuan daerahnya. 
7. Akuntabilitas  : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil 




8. Pengawasan  : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan 
mengusahakan keterlibatas swasta dan masyarakat luas. 
9. Efesiensi dan Efektivitas : Menjamin terselenggaranya pelayanan 
terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang 
tersedia secara optimal dan tanggung jawab. 
10. Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral 
penyelenggaraan pemerintahan agar mampu member pelayanan yang 
mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. 
Di dalam rumusan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersi dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, telah secara tegas dan limitative diatur prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good 
governance. Semua prinsip-prinsip good governance Harus menjadi 
pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan 
penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil), khususnya prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan, agar filosofi The right 
man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya) 
tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan CPNS (calon 
pegawai negeri sipil), Namun tidak menutup kemungkinan penerimaan CPNS 
(calon pegawai negeri sipil) di daerah-daerah, dinilai sangant sarat dengan 
perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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Penerapan good governance pada sektor publik tidak dapat lepas dari 
visi Indonesia masa depan sebagai focus tujuan pembangunan 
kepemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat dikatakan 
pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok yang 
mencakup: 
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, 
2. Memajukan kesejahteraan umum, 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan;  
5. perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dipahami pula bahwa dalam 
ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan visi Indonesia masa 
depan dengan kurun waktu 20 tahun yang disebut visi Indonesia 2020, yaitu: 
“terwujudnya masyarakat Indonesia yang religious, demokratis, adil, 
sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan 
Negara” sedangkan pada bab IV butir 9 ditegaskan bahwa baik dan bersih 
dalam penyelenggaraan Negara adalah mencakup: 
a. Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang professional, transparan, 




b. Terbentuknya penyelenggaraan Negara yang peka dan tanggap 
terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh wilayah Negara 
termasuk daerah terpencil dan perbatasan; berkembangnya 
transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan 
pemerintahan. 
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 
serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan 
dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan sah, 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 
berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan 
bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 














A.  Metode Pendekatan 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 
adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum 
dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 
masyarakat. 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 
lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-
undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, 
serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap 
dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan peraturan perundang-
undangan hukum tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data  
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, Data Primer adalah 
data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara 
wawancara, observasi, kuesioner, sample dan yang berhubungan dengan 
objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sumber 
informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kota Parepare 
b. Kabid. data dan informasi pegawai BKDD Kota Parepare 
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c. Tenaga honorer yang lulus CPNS 
d. Tenaga honorer yang tidak lulus 
2. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder Antara lain : 
a) Data Primer adalah data yang bersumber dari wawancara, observasi, 
kuesioner, sample dan lain-lain. Data di peroleh dari pihak–pihak yang 
menjadi objek penelitian yaitu Pihak yang berwenang mengangkat 
Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga 
Honorer, serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 
cara mengutip, menelaah dan mencatat bahan-bahan peraturan dan 
hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang 
dapat mendukung kelengkapan data primer. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut: 
1.  Studi Kepustakaan (Library Research)  
Menurut Zainuddin Ali (2011 : 176) Studi kepustakaan adalah 
mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, 
mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan 
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permasalahan yang diteliti dengan sumber primer, yaitu undang–undang dan 
peraturan pemerintah yang relevan dengan permasalahan dan studi 
dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.  
2. Studi Lapangan (Field Research)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Parepare. 
3. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan Tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. 
D. Metode Pengolahan Data 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan 
data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Identifikasi  
Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 
dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 
tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS). 
2. Editing  
Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan 
para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 




3. Klasifikasi Data  
Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis 
sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  
4. Sistematisasi Data  
Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 
data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.  
5. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 
secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan 
yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. 
E. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data yang 
telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya 
disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk mengungkapkan dan memahami 
kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang 
diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam Organisasi Publik seperti Pemerintah, Sumber daya manusia 
yang di kenal dengan istilah Pegawai Negeri Sipil adalah Sumber daya 
manusia yang mempunyai peran penting dalam proses pencapaian tujuan 
suatu organisasi birokrasi. Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja yang 
mempunyai peranan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi birokrasi, 
terdapat pula Pegawai Honorer (Pegawai Kontrak) yang berperan membantu 
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi. 
Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
menjadi Dasar Hukum pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 dan Kategori 
2. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2007 antara lain ditentukan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap mulai Tahun 
Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009 dengan 
prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Namun dalam kenyataannya setelah di lakukan evaluasi sampai 
dengan Tahun Anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang 
penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi belum juga terangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu di terbitkanlah Peraturan 
Pemerintah No.56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang pengangkatan Tenaga Honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk formasi tahun 2014 yang 
bertujuan untuk menuntaskan permasalah tenaga honorer yang belum 
terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  
Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang perlakuan bagi 
tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya 
tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Tenaga Kontrak yang di angkat oleh 
Pejabat instansi). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan 
dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2012 
Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
di Kota Parepare, yang terfokus pada penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan studi pada Badan 
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Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Parepare dan mewawancarai 
beberapa Pegawai ataupun Tenaga Honorer yang terlibat dalam proses 
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ini. 
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 
kepustakaan dan juga melakukan penelitian secara langsung ke lokasi 
penelitian yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Parepare untuk 
melihat secara langsung Implementasi  Perundang-undangan atau aturan 
Hukum yang berkaitan dengan penegakan Hukum, serta melakukan 
wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 
informasi mengenai pelakasanaan peraturan perundang-undangan hukum 
tersebut. 
Informan yang di tentukan dalam Penelitian ini yaitu Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Parepare, Bapak H.Laetteng dan 
Bapak Paisal selaku Kabid. data dan informasi pegawai BKDD Kota 
Parepare, serta beberapa Pegawai dan Tenaga Honorer yang terlibat dalam 
Proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 







A. Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer menjadi CPNS 
1. Prosedur Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan 
kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang 
pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
merupakan landasan hukum pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS. 
Dalam Peraturan Walikota Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian 
Tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah pada Pasal 2 ayat (3) huruf f. 
melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Calon 
Pegawai Sipil; dan huruf g Melaksanakan Pengangkatan Calon Pegawai 
Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ini menjelaskan bahwa BKDD 
Kota Parepare bertugas melaksanakan pengadaan CPNS dan pelaksanaan 
pengangkatan CPNS menjadi PNS. 
Adapun Prosedur pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang 
dilaksanakan oleh BKDD Kota Parepare, yaitu : 
1. BKDD mengeluarkan surat edaran pada organisasi perangkat daerah 
yang ketempatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti 
dan lulus pendidikan dan pelatihan Prajabatan untuk mengikuti 
mengumpulkan berkas persyaratan pengajuan pengangkatan pegawai 
negeri sipil serta jadwal pelaksanakaan uji kesehatan; 
 47 
 
2. Pengelola kepegawaian SKPD tempat bertugas Calon Pegawai Negeri 
Sipil mengkoordinir pengumpulan dan verifikasi awal kelengkapan 
berkas serta mengirimkan data tersebut setelah ditandangani Kepala 
SKPD; 
3. BKDD melakukan verifikasi berkas; 
4. Pelaksanaan uji kesehatan; 
5. Pengajuan draft keputusan kepada Walikota untuk dimintakan 
persetujuan; 
6. Mengirimkan berkas pengangkatan ke Kepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara untuk dimintaikan pertimbangan teknis 
pengangkatannya; 
7. Penerbitan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan 
teknis PNS. 
Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H. Laetteng, selaku Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare, menjelaskan 
bahwa : 
“Dalam prosedur pengangkatan tenaga honorer menjadi calon 
pegawai negeri sipil  yang di atur dalam PP No. 56 Tahun 2012 itu 
telah di laksanakan dengan baik. Tenaga honorer yang melakukan 
pengumpulan berkas sampai dengan pengangkatan, semuanya telah 







2. Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Pengangkatan Tenaga 
Honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan melalui pemeriksaan 
kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi”. Adapun 
persyaratan kelengkapan berkas yaitu Surat Keputusan Walikota Parepare 
sebagai Tenaga Honorer, absensi harian, bukti penerimaan gaji/slip gaji 
sebagai bukti bahwa tenaga honorer dibiayai oleh APBN/APBD ataupun di 
gaji oleh Pejaabat Instansi yang terkait (Tidak dibiayai oleh APBN/APBD), 
dan foto copy ijazah. 
Dalam wawancara dengan Bapak H.Laetteng, selaku Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Parepare, menjelaskan bahwa : 
“Persyaratan menjadi CPNS yaitu Diangkat oleh Pembina kepegawaian 
dan bekerja pada instansi pemerintahan, adapun kasus yang terjadi pada 
saat berkas tenaga honorer di kirim ke BKN, setelah di periksa ternyata 2 
pegawai tersebut tidak memenuhi syarat di karenakan 2 tenaga honorer 
guru tersebut di perbantukan untuk bekerja pada instansi swasta, 
walaupun mereka di SKkan oleh Pembina kepegawaian, tetapi MENPAN 
tetap menganggap 2 tenaga honorer k2 tersebut, bekerja di instansi 
swasta, sehingga tidak memenuhi syarat yaitu bekerja pada instansi 
pemerintahan”. 
 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
(MENPAN) dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 348 Tahun 
2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2014, maka Pemerintah Kota 
Parepare akan melaksanakan seleksi CPNS dari Pelamar Umum Tahun 2014 
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yaitu mengumumkan Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus,dan Tata 
cara pendaftaran dan persyaratan Administrasi, serta ketentuan lain sebagai 
syarat yang harus di penuhi oleh Tenaga Honorer yang ingin menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang di maksud, yaitu : 
1. Persyaratan Umum 
a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Tidak Berkedudukan sebagai Calon PNS / PNS, Calon Anggota / 
Anggota TNI dan POLRI; 
c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / Anggota TNI / Polri 
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta; 
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan 
berdasarkan putusan pengadilan; 
e. Sehat jasmani dan rohani 
f. Bebas Narkoba. 
2. Persyaratan Khusus 
a. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,75 (Dua Koma Tujuh 
Lima); 
b. Usia Pelamar paling rendah 18 (Delapan Belas) Tahun (kelahiran 
31 Desember 1996) per 31 Desember 2014 dan paling tinggi 35 
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(tiga puluh lima) Tahun (kelahiran 1 Januari 1979) per 1 Januari 
2014; 
c. Berijazah Lulusan yang berasal dari program studi Perguruan 
Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan Akreditas 
minimal C atau Lulusan dari perguruan Tinggi Luar Negeri wajib 
melampirkan surat pengesahan ijazah dari Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (DIKTI). Surat Keterangan Lulus / Ijazah 
sementara tidak berlaku. 
Jadi persyaratan Umumnya yaitu warga negara Indonesia yang sehat 
jasmani dan rohani, serta bebas dari kasus hukum dan persyaratan 
khususnya yaitu memiliki IPK minimal 2,75 (Dua Koma Tujuh Lima), dan 
lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri maupun lulusan Luar Negeri.  
Untuk memetakan jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia telah mengeluarkan surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 
28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan 
instansi pemerintah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai dasar untuk 
 51 
 
melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkunagan instansi 
pemerintah. 
Persyaratan Tenaga Honorer telah tercantum dalam Pasal 6, yaitu : 
(1) Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara melalui formasi 
Tahun anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
untuk formasi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. 
(3) Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan 
penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan 
negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014. 
Jadi Tenaga Honorer yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 
adalah Tenaga Honorer yang dibiayai oleh APBN / APBD dan Tenaga 
Honorer yang tidak dibiayai oleh APBN / APBD. Dalam Penjelasan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 disebutkan adanya 2 kategori 
pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau 
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APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di 
instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun (satu) tahun pada 31 
Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, 
berusia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 
(empat puluh enam) tahun pada 1 Januari 2006. 
Adapun tenaga honorer yang dimaksud terdiri dari : 
1. Kategori I 
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang 
bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun 
pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja 
secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (Sembilan belas) 
tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada 
tanggal 1 Januari 2006. 
2. Kategori II 
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja 
paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan 
sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling 
 53 
 
rendah 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat 
puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006. 
3. Pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare 
Dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : “ Pelaksanaan verifikasi dan 
validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi 
dan Validasi yang dibentuk oleh Kepada Badan Kepegawaian Negara. 
Dalam wawancara dengan bapak Paisal selaku Kabid data dan 
informasi pegawai BKDD Kota Parepare, menjelaskan bahwa :  
“Dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, pertama-
tama BKDD Kota Parepare melakukan pendataan tenaga honorer K1 dan 
tenaga honorer K2 yang memenuhi syarat sehingga dapat di angkat 
menjadi CPNS, setelah melakukan pendataan, kami selaku panitia 
pelaksana melakukan Uji publik yang bertujuan untuk menerima masukan 
ataupun komplain dari masyarakat kota Parepare”. 
 
Dalam pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare, 
Terdapat 2736 Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi CPNS 
Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2014. Setelah melakukan 
pendataan terhadap Tenaga Honorer yang akan diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Parepare 
melakukan Uji publik yang di umumkan di Koran, Website resmi Pemerintah 
Kota Parepare dan di papan pengumuman yang berada di Kantor BKDD Kota 
Parepare yang bertujuan untuk menerima masukan dan klaim dari 
masyarakat terhadap Tenaga Honorer yang belum memenuhi syarat untuk di 
angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-
30/V.50-3/93 Tanggal 19 Maret 2013 Perihal “Pengumuman/Uji Publik Daftar 
Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kota Parepare, maka daftar 
nominative Tenaga Honorer Kategori II yang memenuhi kriteria berdasarkan 
hasi verifikasi dan validasi yang dimaksud adalan sebagaimana tercantum 
pada lampiran di belakang. 
4. Pelaksanaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Setelah melakukan penelitian, Data Primer yang penulis dapatkan terdiri dari: 
a. Data Tenaga Honorer K1 
Semua Tenaga Honore K1 di Kota Parepare telah terangkat pada 
tahun anggaran 2005. Pengangkatan Tenaga Honorer K1 anggaran tahun 
2005 Pelaksanaannya berbeda dengan pengangkatan Tenaga Honorer K2. 
Tenaga Honorer K1 hanya melakukan pengumpulan dan kelengkapan berkas 
sebagai syarat untuk di angkat menjadi PNS tanpa mengikuti Tes 
Kompetensi Dasar (TKD). 
Dalam wawancara dengan bapak Drs. Paisal selaku Kabid data dan 
informasi pegawai BKDD Kota Parepare, menjelaskan bahwa :  
“Terdapat 42 orang yang terdata sebagai tenaga honorer K1 dan setelah itu 
berkasnya di kirim ke BKN untuk di periksa. Setelah pemeriksaan terdapat 
7 tenaga honorer K1 yang bermasalah, dikarenakan 1 orang berkasnya 
bermasalah, 2 orang Tenaga Honorer yang di perbantukan di swasta (guru) 
dan dianggap bekerja di swasta oleh BKN sehingga dinyatakan gugur dan 2 
orang Tenaga Honorer K1 di alihkan menjadi Tenaga Honorer K2. Setelah 
pengumuman kelulusan terdapat lagi 2 orang Tenaga Honorer K1 yang 
meninggal dunia sebelum menerima SK PNS, jadi sisa Tenaga Honorer K1 




Jadi, dari 42 orang yang mengajukan berkas, ada 5 orang tenaga 
Honorer yang tidak memenuhi syarat dikarenakan, 2 tenaga honorer K1 di 
perbantukan di Swasta dan di anggap oleh MENPAN bekerja di swasta, 1 
orang tenaga honorer K1 NIPnya tidak di terbitkan di karenakan Tanggal 
Lahir pada ijazah berbeda dengan Tanggal Lahir yang di setor untuk di kirim 
ke BKN dan telah dinyatakan gugur berkasnya, 2 tenaga honorer K1 yang di 
alihkan menjadi tenaga honorer K2, sehingga Tenaga Honorer yang 
dinyatakan Lulus berkas 37 orang. namun  sebelum menerima SK PNS 
tedapat 2 Tenaga Honorer yang dinyatakan meninggal dunia, sehingga 
Tenaga Honorer K1 yang menerima SK PNS dan Telah di angkat sebanyak 
35 orang.Lebih jelasnya bisa di lihat pada table dibawah ini : 
Tabel 1: Data Honorer K1 Tahun Anggaran 2005 
No Uraian Jumlah (orang) 
1 Yang Mengusulkan Berkas 42 
2 Yang Tidak Lulus Berkas 5 
3 Yang Lulus Berkas 37 
4 Yang Meninggal Dunia 2 
Sumber : Data Primer setelah di olah, 2016. 
b. Data Tenaga Honorer K2 
Pengangkatan K2 menjadi CPNS berbeda dengan K1, sebelum 
melakukan Tes Kompetensi Dasar (TKD), Sebanyak 2736 Tenaga Honorer 
K2 yang di usulkan berkasnya oleh BKDD Kota Parepare dan dikirim ke BKN 
untuk di lakukan verifikasi dan validasi di lakukan Uji Publik yang di terbitkan 
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Parepos dan Tribun Parepare yang dilakukan sebanyak 3 kali dan juga 
dilakukan pengumuman pada website resmi Walikota Parepare. Setelah BKN 
melakukan verifikasi dan validasi serta melakukan uji publik, tersisa 796 
Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan Lulus Berkas dan Berhak menerima 
Kartu Tes untuk mengikuti ujian Tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk 
menjadi CPNS tahun anggaran 2014. setelah di lakukan Tes Kompetensi 
Dasar (TKD), Tenaga Honorer yang di nyatakan Lulus Tes Sebanyak 246. 
Tetapi setelah di lakukan pengumuman kelulusan, ada LSM MAHATIDANA 
yang ketuai oleh Rudi Nadja Muddin yang mengklaim ada tenaga honorer 
yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap diloloskan untuk bisa mengikuti Ujian 
TKD. Maka dari itu walikota Parepare membentuk tim independent untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana tim independen ini terdiri dari 
5 orang, yaitu sebagai berukut :  
1. Prof. Dr. H. Siri Dangnga (Direktur Pasca sarjana Universitas 
Muhammadiyah Parepare) sebagai ketua Tim 
2. H. Anwar Saad, SH, MH (Kepala BKDD Kota Parepare 2014) sebagai 
anggota Tim 
3. H. A. Rahmad Saleh, SE (Tokoh Masyarakat) Sebagai anggota Tim 
4. Drs. Ibrahim Manisi (Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai anggota 
Tim 




Dari hasil verifikasi dan validasi Tim independent terdapat 206 Tenaga 
Honorer yang dinyatakan lulus dan 46 orang Tenaga honorer yang 
dinyatakan Bermasalah. Sampai saat ini ke 46 orang Tenaga Honorer yang 
bermasalah tersebut SK PNSnya belum di terbitkan. Untuk lebih jelasnya 
bisa dilihat di tabel dibawah ini : 
Tabel 2: Data Honorer K2 Tahun Anggaran 2012 
No Uraian Jumlah (orang) 
1 Yang mencalonkan diri menjadi CPNS 2736 
2 Yang Lulus verifikasi dan validasi setelah 
uji publik  
796 
3 Yang Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) 252 
4 Yang Lulus Tes Tapi Bermasalah  46 
5 Yang Lulus verifikasi dan validasi Tim 
indepent 
206 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2016. 
Dalam wawancara dengan Bapak Paisal, selaku Kabid data dan 
informasi pegawai BKDD Kota Parepare, menjelaskan bahwa :  
“Terdapat 2736 orang Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan Lolos 
pemberkasan ada, Namun setelah berkasnya di kirim ke BKN, tersisa 
796 Orang Tenaga Honorer yang berhak menerima kartu tes ujian 
TKD ada 3 orang tenaga honorer K1  yang berkasnya bermasalah dan 
2 orang lagi meninggal dunia sebelum penerimaan SK PNS, jadi sisa 
Tenaga Honorer K1 yang dinyatakan Lulus dan menerima SK PNS 
sebanyak 35 orang.” 
 
Dari data tabel di atas, terlihat 46 orang yang sudah dinyatakan lulus 
Tes oleh KEMENPAN, tapi SK PNSnya belum juga di terbitkan sampai 
sekarang karena salah satu LSM mengklaim adanya tenaga honorer yang 
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tidak sesuai dengan syarat SK tugasnya yaitu harus minimal 1 tahun masa 
kerjanya terhitung mulai dari tanggal 31 Desember 2005. 
Dari Hasil wawancara salah satu Tenaga Honorer yang Lulus tes tapi 
dinyatakan bermasalah oleh Tim Independent yaitu Ibu Tina Malinda yang 
bertugas di Dinas Perhubungan Kota Parepare, menjelaskan bahwa : 
“Saya menuntut Keadilan saja, karena kami yang di nyatakan oleh Tim 
Independent sebagai Tenaga Honorer bermasalah itu seharusnya tidak 
boleh lagi di protes. Pak Ramadan sebagai Kepala BKDD Kota Parepare 
Tahun 2014 mengatakan bahwa : ini sudah tidak boleh lagi diprotes, 
karena sebelum tes ujian TKD itukan sudah dilakukan Uji Publik oleh 
BKDD dan pada saat Uji Publik itulah seharusnya protes dilakukan, bukan 
pada saat setelah ujian. Padahal sebenarnya banyak juga Tenaga 
Honorer seperti saya, tetapi mereka di pertahankan oleh pemimpin Dinas 
mereka masing-masing, jadi bisa lolos verifikasi dan validasi Tim 
Independent.”  
 
Pengumuman ini didasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) Nomor K26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013, perihal 
pengmuman Uji Publik Daftar Nama Honorer K-2 Pemerintah Kota Parepare. 
Jadi Permasalah disini sebenarnya yang salah adalah yang 
memprotes Tenaga Honorer yang bermasalah tersebut, namun karena 
kekuatan Politik yang kuat dari ketua LSM tersebut, sampai sekarang SK 
PNS ibu Tina Malinda serta Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus tes itu 
masih tertunda SK PNSnya. 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang 
Lolos verifikasi dan validasi oleh Tim Indepent yaitu bapak Muzakkir, S.Pd. 
yang bekerja di SD 79 Kota Parepare, menyatakan bahwa : 
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“Seharusnya Tenaga Honorer yang Lolos Tes TKD itu tidak bisa lagi di 
protes, namun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim 
Independent yang menyatakan ada beberapa tenaga honorer yang 
bermasalah, itu dikarenakan SK Tenaga Honorer mereka tidak diterbitkan 
dari 1 januari 2005 namun di atas 1 januari 2005, seharusnya terhitung 
mulai dari 1 Januari 2005 ke bawah sebagai syarat lulus berkas, namun 
mereka tetap di loloskan oleh BKDD Kota Parepare karena mereka telah 
mengabdi di lingkungan instansi pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2005 
kebawah, namun SK tenaga honorernya baru terbit di atas tanggal 1 
Januari 2005.” 
 
Ada pun tenaga honorer yang diprioritaskan untuk di angkat menjadi 
CPNS yang di atur dalam pasal 3 : 
(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai : 
a. Guru; 
b. Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; 
c. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; 
dan 
d. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada: 
a. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling 
rendah 19 (Sembilan belas) tahun; dan 
b. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1(satu) tahun 
secara terus menerus. 
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(3) Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa 
bakti sebagai pegawai tidak tetap. 
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas menegaskan bahwa dalam 
pengangkatan CPNS, maka yang menjadi prioritas utama yang diangkat 
menjadi CPNS adalah mereka yang berprofesi sebagai guru kontrak, tenaga 
medis kontrak baik perawat/bidan maupun dokter, tenaga penyuluh 
pertanian, perikanan, peternakan, serta tenaga teknis lainnya yang 
dibutuhkan dan memiliki usia maksimal 46 (empat puluh enam) tahun dan 
minimal 19 (Sembilan belas) tahun. 
5. Data Sekunder Tenaga Honorer K1 dan K2 di Kota Parepare 
Disetiap penguman yang selalu di terbitkan oleh BKDD Kota Parepare 
dari Pendataan hingga Proses Pengangkatan CPNS, BKDD Kota Parepare 
selaku panitia pelaksana Pengangkatan CPNS selalu menyelipkan Himbauan 
terhadap Tenaga Honorer bahwa dari Proses Pendataan Hingga Proses 
Pengangkatan CPNS itu tidak di pungut biaya sepeserpun. 
Dalam wawancara dengan Bapak H.Laetteng, selaku Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Parepare, menjelaskan bahwa : 
“Kami selalu menghimbau kepada semua Tenaga Honorer yang ingin 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam proses pendataan, 
sampai dengan proses pengangkatan CPNS itu tidak di pungut biaya.” 
 
Jadi, Kalau ada oknum yang mengatas namakan BKDD Kota 
Parepare / Pejabat  lain pada BKDD Kota Parepare atau Pejabat dalam 
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Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang memungut biaya berapapun, harap 
melapor agar bisa di tindak lanjuti. Hal Ini bertujuan untuk mencegah oknum 
Pegawai nakal yang selalu mencari keuntungan dalam Proses pengangkatan 
Tenaga Honorer menjadi CPNS. Jadi dalam setiap pengumuman mulai dari 
tahap Pendataan hingga proses pengangkatan CPNS, BKDD Kota Parepare 
selalu mengumumkan himbauan kepada Tenaga Honorer bahwa tidak ada 
pungutan biaya dalam Proses Pendataan sampai dengan Proses 
Pengangkatan menjadi CPNS. 
Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 
disebutkan adanya 2 kategori pengangkatan tenaga honorer yang 
penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh 
pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling 
sedikit 1 tahun (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini 
masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (Sembilan 
belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada 1 









Tabel 3 : Data Sekunder Tenaga Honorer K1 Tahun Anggaran 2012 
DAFTAR CPNS FORMASI 2012 KATEGORI 1 
PEMERINTAH KOTA PAREPARE 
No Nama NIP Tempat Lahir Tgl. Lahir Unit Kerja Jabatan 
1 SAFAR 196910272012121001 TANA TORAJA 27-10-1969 




2 MUH. BASIR BS 198202032012121002 PAREPARE 03-02-1982 







198010212012121003 TANA TORAJA 21-10-1980 




4 HAPENDI 198112312012121001 PAREPARE 13-12-1981 




5 SIMON 198403102012121001 TANA TORAJA 10-03-1984 




6 JHON PALU 197012312012121019 TANA TORAJA 31-12-1970 




7 BURHANUDDIN 197201252012121002 ENREKANG  25-01-1972 







198508102012121002 TANA TORAJA 10-08-1985 













10 HUSAIN 197706282012121004 PAREPARE 28-06-1977 





11 RAHMAN 197507152012121002 PAREPARE 15-07-1975 





12 SUKRI 198108202012121003 PAREPARE 20-08-1981 





13 SULTHAN 197203132012121002 BARRU 13-03-1972 





14 SALAMA 197601272012121004 PAREPARE 27-01-1976 









198107272012121003 TANA TORAJA 27-07-1981 





16 ANSAR 197710212012121001 KONAWE 21-10-1977 







17 HARMAN 198109232012121001 PAREPARE 23-09-1981 








197310152012121002 PINRANG 15-10-1973 





19 SAMUEL 196003052012121002 PAREPARE 05-03-1960 





20 AGUSTINUS 197008182012121002 PAREPARE 18-08-1970 





21 HERMAN ILYAN 198010082012121003 PAREPARE 08-10-1980 




22 SYAMSUL 197610252012111001 PAREPARE 25-10-1976 




23 AMIR 197712272012121002 PAREPARE 27-12-1977 




24 BAHRUL 196911152012121004 TANA TORAJA 15-11-1969 




25 ANSAR 198104142012121002 PAREPARE 14-04-1981 




26 USMAN LANNI 198012312012121006 PAREPARE 31-12-1980 




27 DULLAH 196905052012121005 PAREPARE 05-05-1969 




28 ANDI MANSIR 196512312912121022 BONE 31-12-1965 









































33 HIDAYATULLAH 197412312012121017 PAREPARE 31-12-1974 
RUMAH SAKIT UMUM 




34 AZIS 196503072012121001 PAREPARE 07-03-1965 
RUMAH SAKIT UMUM 









B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan CPNS 
Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 
tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) di Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik, Namun dalam 
prosesnya masih ada hambatan yaitu adanya kasus tenaga honorer yang 
bermasalah menurut hasil Tim Independent yang di ketuai Oleh Prof. Dr. H. 
Siri Dangnga yang saat itu menjabat sebagai (Direktur Pasca sarjana 
Universitas Muhammadiyah Parepare). Tim ini adalah bentukan Walikota 
Parepare yang bertugas untuk memverifikasi kembali data tenaga honorer 
yang telah dinyatakan Lulus Tes. Tim ini di bentuk berdasarkan laporan dari 
LSM MAHATIDANA yang di ketuai oleh Rudi Nadja Mudin yang mengklaim 
adanya tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat (Di duga memalsukan 
data) untuk dapat lolos mengikuti tes, namun tetap di loloskan untuk 
mengikuti tes TKD. 
Dalam wawancara dengan Bapak H. Laetteng, selaku Kepala Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare, menjelaskan bahwa :  
35 WAHID 197812032012121001 PAREPARE 03-12-1978 
RUMAH SAKIT UMUM 




36 A NURHANA 196712072012122001 SOPPENG 07-12-1967 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH ANDI MAKKASAU 
KOTA PAREPARE 
Tukang Cuci 
37 SINAR 196707312012122001 PAREPARE 31-07-1967 
RUMAH SAKIT UMUM 





“LSM yang di ketuai oleh Rudi Nadja Mudin yang mengklaim adanya 
tenaga honorer yang bemasalah(Di duga memalsukan data) yang dapat 
lolos berkas yang menurutnya ada beberapa tenaga honorer yang belum 
memenuhi syarat yang ditentukan tetapi berkasnya tetap di loloskan oleh 
BKDD Kota Parepare, Namun LSM ini tidak dapat menunjukkan bukti dan 
informasi yang valid terkait adanya kasus tenaga honorer yang bodong 
tersebut.” 
 
Adapun wawancara dengan Bapak Paisal, selaku Kabid data dan 
informasi pegawai BKDD Kota Parepare, menjelaskan bahwa :  
“Menurut LSM ini ada tenaga honorer yang berkasnya tidak memenuhi 
syarat untuk mengikuti tes TKD, namun mereka juga tidak bisa 
membuktikannya. Kami juga sudah melakukan uji publik sebanyak 3 kali 
dan selama uji publik tersebut tidak ada klaim dan masalah yang di 
laporkan, nanti setelah adanya pengumuman lulus baru LSM yang di 
ketuai oleh Rudi Nadja Mudin baru melakukan klaim. Ada isu LSM ini 
memiliki keluarga yang tidak lulus makanya dia melakukan klaim dan 
sempat demo di BKDD Kota Parepare.” 
 
Tabel 4 : Data Sekunder Tenaga Honorer K2 yang bermasalah menurut Tim 
Independent. 
 
LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL RAPAT PLENO TIM INDEPENDEN 
PENILAI PEMBERKASAN TERHADAP PENERIMAAN TENAGA 
HONORER KATEGORI II PEMERINTAH KOTA PAREPARE 
No No. Peserta Nama 
Tempat 
Lahir 
Tgl. Lahir Kel. Tugas Unit Kerja 






UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS 
KUSTA LAULENG DINAS 
KESEHATAN KOTA PAREPARE 
2 7372-41-00325-4 HENDRA Parepare 07-07-1982 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA 
PAREPARE 
3 7372-42-00489-8 WAHYUDI. B Parepare 29-03-1979 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PAREPARE 
4 7372-12-00038-3 SULEMAN Parepare 05-11-1977 Tenaga Guru SD NEGERI 17 KOTA PAREPARE 
 66 
 




Parepare 09-09-1984 Tenaga Guru SD NEGERI 42 KOTA PAREPARE 





Tenaga Teknis / 
Administrasi 




Makassar 23-04-1980 Tenaga Guru SD NEGERI 11 KOTA PAREPARE 






14-03-1983 Tenaga Guru SLTP NEGERI 2 PAREPARE 
12 7372-41-00348-5 TAUFIK AKBAR Makassar 18-01-1986 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN UJUNG SABBANG 
KEC. UJUNG KOTA PAREPARE 
15 7372-42-00584-9 HASLINDAH Soppeng 22-11-1982 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KOTA PAREPARE 
16 7372-42-00552-9 MARWAN Parepare 28-07-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA 
PAREPARE 
17 7372-42-00632-9 DIAN ADI PUTRI Parepare 05-03-1984 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PAREPARE 
18 7372-12-00158-3 DAMRI Parepare 12-11-1984 Tenaga Guru SD NEGERI 31 KOTA PAREPARE 
19 7372-12-00166-3 MARTINA Parepare 14-02-1985 Tenaga Guru SD NEGERI 51 KOTA PAREPARE 
20 7372-12-00167-2 HAMZAR Parepare 03-03-1985 Tenaga Guru SD NEGERI 51 KOTA PAREPARE 
21 7372-12-00139-6 SULVIANTY Enrekang 25-06-1984 Tenaga Guru SD NEGERI 62 KOTA PAREPARE 
22 7372-42-00435-6 DJAMALUDDIN J Parepare 16-05-1975 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SLTP NEGERI 7 PAREPARE 
23 7372-42-00572-5 CHAERUDDIN Barru 28-05-1982 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 









Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PERHUBUNGAN KOTA 
PAREPARE 
25 7372-42-00544-9 FATMAWATI Parepare 26-05-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PERHUBUNGAN KOTA 
PAREPARE 
27 7372-43-00763-6 TINA MALINDA Parepare 30-04-1975 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP 









Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP 
DAN DOKUMENTASI KOTA 
PAREPARE 
31 7372-41-00322-7 KARTINI DEWI Parepare 20-03-1982 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KECAMATAN BACUKIKI BARAT 
KOTA PAREPARE 
32 7372-42-00644-5 MEGAWATI Parepare 07-04-1984 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KECAMATAN BACUKIKI BARAT 
KOTA PAREPARE 
33 7372-42-00412-5 RASNAWATI Parepare 16-01-1974 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN BUMI HARAPAN KEC. 





Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN BUMI HARAPAN KEC. 
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE 




Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN BUMI HARAPAN KEC. 
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE 
36 7372-43-00756-5 ADRIATI Parepare 08-04-1973 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN CAPPA GALUNG KEC. 
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE 
37 7372-41-00316-5 HERA SANTI Parepare 16-05-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN TIRO SOMPE KEC. 
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE 
38 7372-42-00540-5 MUH. AZIS Parepare 23-04-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN TIRO SOMPE KEC. 
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE 
39 7372-42-00536-9 MASRAWATI Parepare 04-02-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KECAMATAN BACUKIKI KOTA 
PAREPARE 
40 7372-41-00318-3 ETRAWATI Parepare 21-08-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN GALUNG MALOANG 





Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN GALUNG MALOANG 





Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN LABUKKANG 




Namun hal ini tidaklah menyurutkan semangat honorer k2 yang 
sedang memperjuangkan nasibnya, bahkan pada saat ini honorer K2 
bergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang tengah 
mengumpulkan data honorer yang valid serta berusia di atas 35 tahun. 
Namun mereka tak akan menggugat ke MK melainkan mencari data dan 
fakta dilapangan serta bukti ada banyaknya kecurangan di seleksi CPNS 
2013 karena menurut mereka orang yang seharusnya diangkat malah di 
singkirkan. 
Menyikapi hal tersebut Sekda Kota Parepare Mustafa Mappangara 
telah memberikan komentarnya pada Website resmi Kota Parepare yang 
mengatakan bahwa sebab SK pengangkatan masih sementara diproses 
diharapkan honorer K2 bersabar. Rekomendasi dari Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) untuk proses berkas yang masih belum lengkap juga masih 
menunggu. Terkait adanya ketakutan K2 mengenai SK yang belum terbit satu 

























46 7372-41-00353-8 MASDAWATI Parepare 22-09-1986 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN LOMPOE KEC. 
BACUKIKI KOTA PAREPARE 
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adanya melainkan hanya isu sebab jika sudah dinyatakan lulus maka tidak 
akan bisa lagi digugurkan. 
Bukan hanya Pemerintah Daerah setempat, DPR RI pun turut serta 
dalam menyikapi permasalahan yang dialami K2 di Indonesia. Para politisi 
yang duduk di Komisi Pemerintahan ini tepatnya Komisi II DPR RI mendesak 
agar pengangkatan honorer K2 menjadi PNS dilakukan tahun ini. Jika 
kemudian ada sikar dari Pemerintah yang tidak sesuai dengan hasil 
kesepakatan bersama, maka dari Komisi II DPR RI akan menekan 



















1. Dalam penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare sudah terlaksana dengan 
baik, baik dari segi transparansi serta dari segi akuntabilitas. Dari 
segi transparan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota 
Parepare dalam setiap pengumuman mulai dari dari pendataan 
sampai dengan Pelaksanaan Pengangkatan tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawi Negeri Sipil, BKDD Kota Parepare selalu 
melakukan Uji Publik dengan melakukan pengumuman di media 
cetak maupun media elektronik  yang di terbitkan di Koran 
Parepos, Tribun Parepare dan di website resmi Kota Parepare. 
Menurut kepala BKDD Kota Parepare, mulai dari tahap pendataan 
hingga sampai dengan Penerbitan SK itu sudah berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga 
honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
2. Adapun Faktor yang mempengaruhi pengangkatan Tenaga 
Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu adanya kasus 
Tenaga Honorer yang telah dinyatakan lulus Tes Kompetensi 
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Dasar namun menurut hasil verifikasi Tim Independent yang di 
bentuk Oleh Walikota Parepare menyatakan ada 46 orang tenaga 
honorer yang bermasalah (Di duga memalsukan data). Selain itu 
Faktor prestasi kerja, senioritas, Usia, Pendidikan dan Pelatihan 
serta pengalaman yang di miliki oleh Pegawai Kontrak (Tenaga 
Honorer). 
B. SARAN 
1. Diharapkan Kepada BKDD Kota Parepare dan pihak 
penyelenggara penerimaan CPNS dalam lingkup Kota Parepare 
untuk tetap obyektif dan transparan agar tidak menimbulkan 
kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan 
yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan 
rekrutmen CPNS di Kota Parepare. 
2. Pemerintah Kota Parepare harus bertindak cepat dan tegas dalam 
menangani kasus tenaga honorer yang bermasalah ( di duga 
memalsukan data) menurut Tim Independent yang di bentuk oleh 
Walikota Parepare, karena kasus ini sangat merugikan tenaga 
honorer yang telah dinyatakan lulus Tes Kompentensi Dasar 
namun dari hasil verifikasi Tim Independent berkasnya nyatakan 
bermasalah. Pemerintah Kota Parepare harus menyelidiki kasus 
tenaga honorer yang bermasalah tersebut sampai tuntas dan 
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2. Peraturan Perundang-undangan 
Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS 
Honorer Kategori II Tahun anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.47-4/99 tentang Pedoman 
Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori ll Formasi Tahun Anggaran 2013 
dan Tahun Anggaran 2014 Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 
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Tabel 5 : Data Sekunder Tenaga Honorer K2 Hasil Rapat Pleno Tim 
Independent 
 
LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL RAPAT PLENO TIM INDEPENDEN TH K II 
PEMERINTAH KOTA PAREPARE YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT 
 





Tenaga Teknis / 
Administrasi 
BADAN LINGKUNGAN 
HIDUP KOTA PAREPARE 
2 7372-43-00754-7 RATNASARI. K Barru 06-09-1972 






3 7372-43-00787-6 FITRIAH Parepare 18-07-1982 






4 7372-42-00741-4 IRSAN Parepare 23-12-1986 






5 7372-42-00478-3 HASWIN Pinrang 01-09-1978 





6 7372-42-00631-2 SUDIANTI Enrekang 05-03-1984 





7 7372-43-00762-7 HARIYANA Sidenreng Rapang 02-02-1975 



















































15 7372-22-00532-5 ZENAB Poso 02-01-1979 




























19 7372-42-00440-9 RISMAN T Parepare 02-09-1975 
















21 7372-41-00302-3 AR. ILHAM Parepare 08-07-1978 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PEKERJAAN 





Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM KOTA PAREPARE 
23 7372-43-00751-2 MULYADI Parepare 17-07-1971 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM KOTA PAREPARE 
24 7372-42-00742-3 HASNITA Parepare 23-12-1986 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PEKERJAAN 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM KOTA PAREPARE 
26 7372-42-00434-7 SAKRISANI Parepare 10-05-1975 







27 7372-12-00028-5 NURHAEDA Parepare 20-11-1975 Tenaga Guru 
DINAS PENDIDIKAN 
KOTA PAREPARE 
28 7372-12-00030-3 YETY Parepare 06-05-1976 Tenaga Guru 
DINAS PENDIDIKAN 
KOTA PAREPARE 






Parepare 24-01-1985 Tenaga Guru 
DINAS PENDIDIKAN 
KOTA PAREPARE 
31 7372-41-00270-3 NAWIR Parepare 05-01-1960 






32 7372-41-00792-9 SYAMSIAH Parepare 31-12-1962 




33 7372-42-00450-7 AWALUDDIN Ujungpandang 29-05-1976 







Parepare 27-04-1986 Tenaga Guru 
SD NEGERI 1 KOTA 
PAREPARE 
35 7372-13-00235-6 JUMRIATI Parepare 25-09-1978 Tenaga Guru 





Parepare 04-04-1981 Tenaga Guru 





Pinrang 24-04-1983 Tenaga Guru 
SD NEGERI 10 KOTA 
PAREPARE 
38 7372-13-00201-8 NAHIRA Majene 05-12-1971 Tenaga Guru 
SD NEGERI 10 KOTA 
PAREPARE 
39 7372-13-00227-6 RAHMAH AZIS Samarinda 12-02-1977 Tenaga Guru 





Toli-Toli 16-07-1983 Tenaga Guru 
SD NEGERI 15 KOTA 
PAREPARE 
41 7372-42-00570-7 HADIJAH Luar Negeri 25-05-1982 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 16 KOTA 
PAREPARE 
43 7372-12-00185-8 RUSNANI Sidenreng Rapang 25-08-1986 Tenaga Guru 
SD NEGERI 18 KOTA 
PAREPARE 
44 7372-13-00237-4 NURDIANA Enrekang 10-11-1978 Tenaga Guru 
SD NEGERI 18 KOTA 
PAREPARE 
45 7372-12-00070-3 YULKHAEDAR Parepare 04-12-1980 Tenaga Guru 





Polewali Mamasa 26-06-1982 Tenaga Guru 
SD NEGERI 22 KOTA 
PAREPARE 
47 7372-12-00010-7 MUSTAKIM Samarinda 10-02-1972 Tenaga Guru 
SD NEGERI 24 KOTA 
PAREPARE 
48 7372-12-00034-7 NUR ASPA Sinjai 17-02-1977 Tenaga Guru 
SD NEGERI 25 KOTA 
PAREPARE 
49 7372-12-00022-3 ISMAWATI Manado 30-12-1974 Tenaga Guru 
SD NEGERI 27 KOTA 
PAREPARE 
50 7372-12-00187-6 HASNIAR Parepare 28-09-1986 Tenaga Guru 




51 7372-12-00032-9 NIRWANA Parepare 02-10-1976 Tenaga Guru 





Sidenreng Rapang 07-11-1976 Tenaga Guru 
SD NEGERI 28 KOTA 
PAREPARE 
53 7372-12-00148-5 RASNAWATY Ujungpandang 07-09-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 29 KOTA 
PAREPARE 
54 7372-12-00154-7 MARIYANA Bone 25-10-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 29 KOTA 
PAREPARE 
55 7372-12-00071-2 SAMSIA Parepare 27-12-1980 Tenaga Guru 





Parepare 11-02-1980 Tenaga Guru 
SD NEGERI 30 KOTA 
PAREPARE 
57 7372-12-00045-4 SARAH Ujungpandang 29-11-1978 Tenaga Guru 
SD NEGERI 32 
PAREPARE 
58 7372-12-00195-6 NURHAYATI B Parepare 09-09-1968 Tenaga Guru 





Parepare 19-05-1971 Tenaga Guru 
SD NEGERI 36 KOTA 
PAREPARE 
61 7372-12-00125-4 NURHIKMAH Sidenreng Rapang 28-05-1983 Tenaga Guru 
SD NEGERI 37 KOTA 
PAREPARE 
62 7372-13-00253-4 ERNAWATI Parepare 27-10-1981 Tenaga Guru 
SD NEGERI 37 KOTA 
PAREPARE 
63 7372-12-00025-8 SARMA NASSA Parepare 15-05-1975 Tenaga Guru 
SD NEGERI 4 KOTA 
PAREPARE 
64 7372-12-00146-7 MURSAL Parepare 19-08-1984 Tenaga Guru 





Palopo 09-09-1986 Tenaga Guru 





Parepare 01-06-1981 Tenaga Guru 
SD NEGERI 4 KOTA 
PAREPARE 
67 7372-42-00423-2 LEWI TATTONG Parepare 24-10-1974 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 4 KOTA 
PAREPARE 
68 7372-12-00181-4 MEIYANTI Parepare 30-05-1986 Tenaga Guru 
SD NEGERI 43 KOTA 
PAREPARE 
69 7372-13-00229-4 SUGIARTO Pinrang 10-01-1978 Tenaga Guru 





Parepare 19-08-1976 Tenaga Guru 




71 7372-12-00140-5 ZAKIAH HARFIN Ujungpandang 26-06-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 46 KOTA 
PAREPARE 
72 7372-12-00084-5 NURHAEDAH Parepare 04-10-1981 Tenaga Guru 





Tanah Toraja 08-06-1982 Tenaga Guru 





Parepare 10-03-1984 Tenaga Guru 





Parepare 22-08-1981 Tenaga Guru 
SD NEGERI 49 KOTA 
PAREPARE 
76 7372-12-00096-9 NUR AIDA Parepare 25-01-1982 Tenaga Guru 





Parepare 27-01-1983 Tenaga Guru 
SD NEGERI 49 KOTA 
PAREPARE 
78 7372-12-00142-3 FARMAWATI Parepare 05-07-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
79 7372-41-00305-8 EVA MUSRADI Parepare 23-02-1979 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
80 7372-42-00542-3 HARTINA Pinrang 06-05-1981 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
81 7372-12-00156-5 NURSYAM Parepare 30-10-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 52 KOTA 
PAREPARE 
82 7372-12-00159-2 NURANA Parepare 13-11-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 52 KOTA 
PAREPARE 
83 7372-12-00004-5 NURHAENI Tanah Toraja 10-06-1969 Tenaga Guru 






Parepare 20-04-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 55 KOTA 
PAREPARE 
85 7372-12-00011-6 MUKARRAMA Barru 22-04-1972 Tenaga Guru 
SD NEGERI 57 KOTA 
PAREPARE 
86 7372-12-00152-9 SURIADI Kendari 29-09-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 58 KOTA 
PAREPARE 
87 7372-13-00210-7 HARTATI IDRIS Parepare 04-04-1974 Tenaga Guru 
SD NEGERI 64 KOTA 
PAREPARE 
88 7372-11-00001-8 SUKMAWATI Parepare 05-03-1983 Tenaga Guru 





Parepare 28-04-1979 Tenaga Guru 




90 7372-12-00147-6 SALMA Parepare 07-09-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 67 KOTA 
PAREPARE 
91 7372-12-00026-7 SYAHRIANI Parepare 15-05-1975 Tenaga Guru 
SD NEGERI 68 KOTA 
PAREPARE 
92 7372-12-00036-5 ARMAWATI Parepare 06-03-1977 Tenaga Guru 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 70 KOTA 
PAREPARE 
94 7372-12-00020-5 SYAHRIBULAH Parepare 02-09-1974 Tenaga Guru 
SD NEGERI 71 KOTA 
PAREPARE 
95 7372-13-00191-2 NADIRAH Pinrang 01-03-1964 Tenaga Guru 
SD NEGERI 73 KOTA 
PAREPARE 
96 7372-12-00143-2 SULTAN Jeneponto 11-07-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 75 KOTA 
PAREPARE 
97 7372-12-00048-9 SUGIANA DAUD Parepare 18-01-1979 Tenaga Guru 
SD NEGERI 76 KOTA 
PAREPARE 
98 7372-12-00177-8 ASRIONO Parepare 21-01-1986 Tenaga Guru 
SD NEGERI 76 KOTA 
PAREPARE 
99 7372-12-00067-6 EDI WIJAYA Mamuju 04-11-1980 Tenaga Guru 





Parepare 26-03-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 77 KOTA 
PAREPARE 
101 7372-12-00144-9 RUSNAH Parepare 26-07-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 79 KOTA 
PAREPARE 
102 7372-12-00161-8 MUSAKKIR Parepare 24-11-1984 Tenaga Guru 





Parepare 01-07-1986 Tenaga Guru 
SD NEGERI 79 KOTA 
PAREPARE 
104 7372-42-00462-3 SUDRAYANI Parepare 07-07-1977 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 





Parepare 08-02-1973 Tenaga Guru 
SD NEGERI 80 KOTA 
PAREPARE 
106 7372-13-00250-7 YAYUK PRIATI Parepare 26-11-1980 Tenaga Guru 
SD NEGERI 81 KOTA 
PAREPARE 
107 7372-42-00363-6 SABRIAH Pinrang 27-02-1964 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 82 KOTA 
PAREPARE 
108 7372-12-00073-8 KASMAWATI Maros 04-04-1981 Tenaga Guru 







Parepare 30-10-1984 Tenaga Guru 
SD NEGERI 84 KOTA 
PAREPARE 
110 7372-12-00054-3 RAHMAWATI Tanah Toraja 02-10-1979 Tenaga Guru 






Parepare 13-07-1982 Tenaga Guru 
SD NEGERI 86 KOTA 
PAREPARE 
112 7372-13-00208-9 NUSRIATI Enrekang 15-10-1973 Tenaga Guru 
SD NEGERI 86 KOTA 
PAREPARE 
113 7372-12-00052-5 DARMAWATI Bone 23-08-1979 Tenaga Guru 
SD NEGERI 11 KOTA 
PAREPARE 
114 7372-12-00120-9 SATRIANI Parepare 12-04-1983 Tenaga Guru 
SD NEGERI 11 KOTA 
PAREPARE 
115 7372-12-00093-4 WAHYUNI Parepare 18-12-1981 Tenaga Guru 
SD NEGERI 7 KOTA 
PAREPARE 
116 7372-13-00218-7 NURDIANA Parepare 25-06-1975 Tenaga Guru 
SD NEGERI 7 KOTA 
PAREPARE 
117 7372-41-00301-4 ABD. WAHID Parepare 20-03-1978 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SD NEGERI 7 KOTA 
PAREPARE 
118 7372-13-00194-7 PATMAWATI Pinrang 12-02-1968 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 1 
PAREPARE 
119 7372-13-00228-5 SYAMSUDDIN Parepare 07-06-1977 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 1 
PAREPARE 
120 7372-42-00413-4 NURLINA Parepare 23-02-1974 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SLTP NEGERI 1 
PAREPARE 
121 7372-42-00603-6 MARIYANI Parepare 04-06-1983 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 







29-09-1969 Tenaga Guru 






Parepare 24-02-1982 Tenaga Guru 





Parepare 12-03-1985 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 12 
PAREPARE 
125 7372-13-00192-9 MASLIA Parepare 07-09-1966 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 12 
PAREPARE 
126 7372-13-00223-2 HARTATI M Parepare 18-05-1976 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 12 
PAREPARE 
127 7372-13-00193-8 SUMARNI Luwu 32-12-1967 Tenaga Guru 




128 7372-13-00216-9 SAPARUDDIN Pinrang 31-12-1974 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 2 
PAREPARE 
129 7372-13-00222-3 ABD HAMID HT Parepare 01-02-1976 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 2 
PAREPARE 
130 7372-13-00236-5 HARLIAH Parepare 25-10-1978 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 2 
PAREPARE 
131 7372-13-00382-3 HABIBA Pinrang 11-10-1969 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SLTP NEGERI 2 
PAREPARE 
134 7372-12-00097-8 NUR ALAM Parepare 03-02-1982 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 3 
PAREPARE 
135 7372-13-00203-6 EMMY KARTINI Parepare 21-06-1972 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 3 
PAREPARE 
136 7372-42-00524-5 BASRI Palopo 15-09-1980 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SLTP NEGERI 3 
PAREPARE 
137 7372-13-00238-3 FIBRIYANTI Parepare 04-02-1979 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 4 
PAREPARE 
138 7372-42-00443-6 M. THAYEB Parepare 09-11-1975 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SLTP NEGERI 4 
PAREPARE 
139 7372-12-00002-7 YUDDIN Parepare 31-12-1965 Tenaga Guru 





Pinrang 21-04-1974 Tenaga Guru 





Ujungpandang 17-08-1985 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 6 
PAREPARE 
142 7372-42-00605-4 HASNI HASAN Parepare 17-06-1983 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 





Parepare 10-02-1983 Tenaga Guru 





Parepare 19-08-1983 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 9 
PAREPARE 
145 7372-12-00183-2 SURIANA Parepare 18-07-1986 Tenaga Guru 
SLTP NEGERI 9 
PAREPARE 
146 7372-13-00207-2 HUSNANI Barru 11-10-1973 Tenaga Guru 







Parepare 16-06-1974 Tenaga Guru 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SLTP NEGERI 13 SATAP 
PAREPARE 
150 7372-42-00468-5 NURSANTI Parepare 17-10-1977 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 1 KOTA 
PAREPARE 
151 7372-42-00458-7 FATMAWATI Parepare 29-04-1977 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 2 KOTA 
PAREPARE 
152 7372-12-00064-9 FADLI. H Pinrang 13-04-1980 Tenaga Guru 
SMA NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
153 7372-12-00174-3 IRMAYANTI Parepare 05-10-1985 Tenaga Guru 
SMA NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
154 7372-13-00190-3 NURMINI Ujungpandang 08-04-1963 Tenaga Guru 
SMA NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
155 7372-41-00294-3 MAHYUDDIN Parepare 09-04-1975 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
157 7372-42-00370-7 ABDUL KADIR Parepare 09-12-1967 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
158 7372-42-00441-8 SYAMSUDDIN Parepare 14-09-1975 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 5 KOTA 
PAREPARE 
159 7372-42-00369-8 SYAHRIL SANDI Enrekang 15-08-1967 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 2 KOTA 
PAREPARE 
160 7372-42-00392-9 SAMSINAR Parepare 05-11-1970 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SMA NEGERI 2 KOTA 
PAREPARE 
161 7372-42-00674-7 MUNARTI Parepare 09-12-1984 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
UPTD CABANG DINAS 
PENDIDIKAN DI 
KECAMATAN SOREANG 
163 7372-42-00487-2 HAMSINAR Parepare 11-03-1979 
















165 7372-43-00776-9 NUR ASNI Ujungpandang 29-03-1979 







Luar Negeri 06-10-1976 




KECIL & MENENGAH 
KOTA PAREPARE 
167 7372-42-00510-3 NURZAMZAM Parepare 20-03-1980 















KECIL & MENENGAH 
KOTA PAREPARE 
169 7372-42-00711-2 HASMIYATI Parepare 26-10-1985 




KECIL & MENENGAH 
KOTA PAREPARE 
170 7372-43-00778-7 ALAMSYAH Parepare 03-02-1980 




KECIL & MENENGAH 
KOTA PAREPARE 
171 7372-41-00346-7 IMRAN Pirang 07-01-1986 










Polewali Mamasa 10-11-1986 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 








Tenaga Teknis / 
Administrasi 




174 7372-43-00773-4 MARLINA Gowa 26-09-1977 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 








Tenaga Teknis / 
Administrasi 
DINAS TENAGA KERJA 
KOTA PAREPARE 
176 7372-42-00709-4 NASRUL Pinrang 12-10-1985 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 













178 7372-42-00653-4 BAHTIAR Barru 16-07-1984 


































182 7372-42-00528-9 RUSMULYADI Parepare 19-11-1980 




BACUKIKI BARAT KOTA 
PAREPARE 
183 7372-42-00686-3 SALMA Parepare 14-04-1985 




BACUKIKI BARAT KOTA 
PAREPARE 
184 7372-42-00514-7 ANDI ROY Parepare 27-05-1980 




















187 7372-41-00307-6 MUSNAENI Parepare 03-03-1979 

























190 7372-43-00743-2 ABIDIN Pinrang 31-12-1964 





191 7372-42-00680-9 SRIWAHYUNI Parepare 08-01-1985 




192 7372-42-00634 HERMAN Ujungpandang 17-03-1984 





193 7372-42-00654-3 ROSMINI Parepare 01-08-1984 






194 7372-42-00372-5 MUNIR Parepare 28-08-1968 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
KELURAHAN UJUNG 
BULU KEC. UJUNG KOTA 
PAREPARE 
195 7372-41-0297-8 BURHANUDDIN Parepare 19-11-1976 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA KOTA 
PAREPARE 
196 7372-42-00471-2 ASIS SABIR Parepare 26-11-1977 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SATUAN POLISI 






Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA KOTA 
PAREPARE 
198 7372-42-00604-5 MUSTAFA Sidenreng Rapang 07-06-1983 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SATUAN POLISI 
















199 7372-42-00678-3 MUH. ARSYAD Pinrang 31-12-1984 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA KOTA 
PAREPARE 
200 7372-42-00366-3 FATIMAH Parepare 17-02-1967 












202 7372-42-00556-5 RAMLAH Parepare 31-12-1981 












204 7372-42-0638-3 RAFIKA KAHRI Parepare 28-03-1984 




205 7372-42-00488-9 ANWAR ADAMI Parepare 13-03-1979 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SEKRETARIAT DEWAN 
PENGURUS KOPRI KOTA 
PAREPARE 
206 7372-42-00509-4 MARSANI Parepare 16-03-1980 
Tenaga Teknis / 
Administrasi 
SEKRETARIAT DPRD 
KOTA PAREPARE 
